[ SALINAN }

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65
ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berwenang
menetapkan  Peraturan Daerah  tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tang telah mendapat
persetujuan bersama DPRD;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2016 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan Plafon
Anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta, dengan Nomor 14/KSP/X/2015 dan
67/K/DPRD2015 tentang kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 dan Nota Kesepakatan
Nomor 15/KSP/X/2015 dan Nomor 68/K/DPRD/2015
tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3
Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retrtibusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11
Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4659);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sintem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);



Menetapkan :

22.

23.

24.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008
Nomor 11);

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istmewa Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009
Nomor 2);

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2012 — 2017 (Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2016.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai
berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 3.921.068.617.127,00
2. Belanja Daerah Rp. 4.189.992.196.186,80
Surplus/ (Defisit) Rp. (268.923.579.059,80)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 405.923.579.059,80

b. Pengeluaran Rp. 137.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 268.923.579.059,80

Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 1.553.180.369.527,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.768.771.681.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp.
599.166.566.600,00

(2) Pendapatan Asli daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 1.137.156.182.800,00

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 36.998.728.297,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah
Rp.57.398.373.585,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp.
81.627.084.845,00

(3) Dana Perimbangan segabaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah
Rp.108.902.297.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 940.835.434.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 719.033.950.000,00



(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.
b.
C.

Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 10.956.017.600,00

Dana Darurat sejumlah Rp. —

Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Sejumlah Rp. -

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.
588.160.549.000,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah
lainnya sejumlah Rp. -

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.
b.

Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 2.070.916.316.654,80
Belanja Langsung sejumlah Rp. 2.119.075.879.532,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis belanja :

O A0 T

h.

Belanja Pegawai sejumlah Rp. 632.402.208.576,00

Belanja Bunga sejumlah Rp. —

Belanja subsidi sejumlah Rp. —

Belanja Hibah sejumlah Rp. 768.176.097.750,00

Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 4.683.000.000,00

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kab./ Kota dan Pemdes
sejumlah Rp.561.340.599.397,80

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab./ Kota dan Pemdes
sejumlah Rp. 91.814.410.931,00

Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 12.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari jenis belanja :

a.
b.
C.

Belanja Pegawai sejumlah Rp. 150.710.364.228,00
Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 1.020.959.720.157.,00
Belanja Modal sejumlah Rp. 947.405.795.147,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimakasud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.
b.

Penerimaan sejumlah Rp. 405.923.579.059,80
Pengeluaran sejumlah Rp. 137.000.000.000,00



(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pembiayaan :

a.

FRome a0 o

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
sejumlah Rp.405.923.579.059,80

Pencarian Dana Cadangan sejumlah Rp. -

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. —
Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. —
Penerimaan Piutang Daerah Rp. -

Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sejumlag Rp. —
Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pembiayaan :

a.
b.

T B S

Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. -

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
Rp.137.000.000.000,00

Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. -

Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.-

Penyelesaian Kegiatan DPA-L Rp. -

Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum Terselesaikan
sejumlah Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun

Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I :  Ringkasan APBD;

Lampiran II :  Ringkasan APBD menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran III :  Ringkasan APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

Lampiran IV :  Rekapitulasi belanja menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, dan
kegiatan;

Lampiran V :  Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan

dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan Negara;

Lampiran VI :  Daftar jumlah pegawai per golongan dan per
jabatan;



7. Lampiran VII : Daftar piutang daerah;

8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah;

10. Lampiran X : Dafter perkiraan penambahan dan pengurangan
aset lain-lain;

11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII :  Daftar dana cadangan daerah; dan

13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak,
Gubernur dapat menetapkan  pengeluaran belanja keadaan
darurat/keperluan mendesak dengan Peraturan Gubernur.

(2) Pengeluaran belanja  keadaaan darurat/keperluan mendesak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dalam Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(3) Keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapan diprediksikan sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

o

Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

e. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

f. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan

masyarakat.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2016.



Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 23 Desember 2015
GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.8S.
NIP.19640714 199102 1 001




